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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Zakat

2.1.1 Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sama halnya seperti shalat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Selain itu zakat merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi tegaknya syari’ah Islam, khususnya dalam penanganan masalah kemiskinan.

Zakat menurut bahasa, yang merupakan kata dasar (masdar) dari zakat memiliki arti berkembang (annamaau), atau dapat juga berarti pensucian (tathhir), berkah tumbuh dan baik. Sedangkan menurut istilah syara’, zakat memiliki  kedua makna tersebut. Pengertian zakat secara jelas telah tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits seperti berikut:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan kamu (dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) dan mensucikan (zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda) mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.  

(QS At-Taubah;103)

Serta hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh A. Hassan sebagai berikut:
“Sesungguhnya Allah Ta’ala telah fardlukan atas mereka, di harta mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.
(1993;300)

Dari ayat tersebut diatas mengandung pengertian bahwa setiap pribadi muslim yang mempunyai harta benda dan telah cukup nisab serta haul wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak (mustahik).
Menurut Mursyidi dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat Kontemporer” memberikan pendapat mengenai Zakat adalah sebagai berikut:

“Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut  lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji“.
(2003;75)
Adapun uraian diatas merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental manusia dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan penerima zakat (mustahik).

2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya. 

3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya. 

4. Suci, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak baik dan dosa. Juga bagi mustahik-nya.

5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesengsaraan dan kebahagiaan bersama.

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syari’ah” memberikan pendapat mengenai zakat adalah sebagai berikut:

“Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang dipikul pada pundak individu. Selain itu, zakat membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, sebab manusia ketika ia keluarkan zakat dengan merelakan hartanya, tatkala itulah ia menang atas nafsunya (menang atas kikir dan bakhilnya)“.

(2002;133)

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa kesadaran orang dalam membayar zakat harus berdasarkan pada rasa keikhlasan. Dimana dengan ikhlas tersebut, akan membersihkan jiwa muzakki dan membersihkan harta muzakki
Menurut Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul “Zakat dalam Perekonomian Modern” memberikan pendapat mengenai zakat adalah sebagai berikut:

“Zakat merupakan ibadah maalikyyah ijtima’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan ummat“.

(2002;1)

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam Al-Qur’an, tarif zakat sudah ditetapkan dari hadits dan tarif ini berbeda sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi dan zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal ini merupakan dasar agama dari Islam.

2.1.2 Jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Zakat Nafs (Jiwa)
Disebut juga dengan zakat fitrah. Merupakan kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Ibadah
b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa, ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri. 
Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.
2. Zakat Maal (Harta/kekayaan)
Kata zakat sepadan dengan kata shadaqah. Juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. 
Menurut Mursyidi dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat Kontemporer” memberikan pendapat mengenai zakat maal  adalah sebagai berikut:

“Zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan“.

(2003;80)

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas dan perak (baik sebagai mata uang ataupun bukan), barang dagangan dan keuntungannya, Ternak (unta, sapi, kambing), hasil tambang, barang temuan (rikaz) dan Tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan. Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai zakat konvensional.
2.1.3 Sifat Umum Zakat
Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Islam“ mengatakan bahwa sifat umum zakat adalah sebagai berikut:

“1.  Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam.
2. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu.

3. Tarif zakat sudah ditetapkan dari hadits.

4. Zakat dikenakan hanya pada pribadi muslim.
5. Utang tidak termasuk dalam perhitungan zakat.

6. Kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah (nisab) yang diatur hadits.

7. Harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melebihi satu tahun”.
(2004;284)
Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan mengenai sifat umum zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang mencangkup syahadat, shalat, zakat, saum, haji. Dimana zakat berhubungan erat, misalnya shalat adalah kewajiban badan, zakat kewajiban mengenai harta. Jadi shalat dan zakat tidak dapat dipisahkan, keduanya membersihkan badan dan harta. Zakat sangat erat dengan aspek dasar lain dari kekayaan Islam.
2. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam Al-Qur’an (Ashnaf). Mereka adalah:  fakir, miskin, Amil (pengurus zakat), muallaf, membebaskan orang dari perbudakan, yang dililit utag (Al-Gharim), fisabilillah, musafir.
3. Tarif zakat sudah ditetapkan dari hadits. Tarif  yang dikenakan zakat berbeda, sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi muzakki.
4. Zakat dikenakan hanya pada pribadi muslim sebab hal ini merupakan dasar agama dari Islam. Walaupun perusahaan bersama memiliki badan hukum yang independen sendiri dari pemegang saham, badan ini tetap terkena zakat.
5. Utang tidak termasuk dalam perhitungan zakat. Dimana, zakat dikenakan atas aktiva bersih.
6. Kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah (nisab) yang diatur hadits. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya.
7. Harta yang dikenakan zakatnya adalah:
a. Harta yang berwujud, seperti: uang, barang, atau hak yang pasti sudah  akan diterima maupun dinikmati .
b. Harta yang tidak berwujud, seperti hak paten dan hak pengarang.

Pembahasan mengenai zakat tidak terlepas dari persoalan keuangan negara. Karena pada masa Rasulullah SAW, setelah mendirikan negara kecil Madinah Al Munawarah, beliau memberikan perhatian penuh  terhadap keperluan-keperluan pemasukan negara untuk mendistribusikannya atas kebutuhan-kebutuhan bersama.
Disamping kontribusi-kontribusi sukarela untuk membiayai pertempuran-pertempuran dan kewajiban-kewajiban sosial lainnya, zakat dikenakan pada kekayaan umat Islam. Ini adalah pajak satu-satunya yang digariskan dalam Al-Qur’an serta dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, sekalipun jurudiksi negara untuk mengenakan pajak-pajak lain tetap berlaku.
Dalam berbagai hal, zakat adalah sebuah lembaga yang unik, tidak ada persamaannya dengan pajak-pajak lain yang diwajibkan oleh suatu negara. Antara lain:
1. Zakat adalah sebuah pajak atas kekayaan dan bukan pemasukan.
2. Zakat dikumpulkan dari orang kaya dan digunakan untuk orang miskin. Pihak-pihak penerima zakat telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Ia tidak dapat digunakan kepada penggunaan lain.
3. Zakat dibagi-bagikan pertama-tama di lingkungan di mana ia dikumpulkan.
4. Rasio batas-batas pengecualian dan aturan-aturan dasarnya ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak dapat diubah sepanjang masa.
5. Ia adalah sebuah lembaga yang mencukupkan sendiri yang memenuhi biaya pengurusan dan ongkosnya sendiri.
6. Hukum dan pengoperasiannya begitu sederhana, sehingga bahkan orang yang buta huruf dapat mengikuti dan melaksanakannya.
7. Batas pengecualian adalah begitu rendah sehingga proporsi sangat besar dari penduduk berpartisipasi dalam pengumpulan dana ini.
8. Aturan-aturan pendistribusian yang direkomendasikan bahwa zakat harus menjadi sumber yang memberikan kekuatan ekonomi secara abadi. 
9. Sesuai dengan definisinya, bahwa zakat adalah untuk membersihkan harta seseorang. Jadi ia dipandang sebagai “pembersih” harta yang harus disisihkan. 
2.1.4 Dalil yang berkaitan dengan Sifat-sifat Zakat

Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah zakat dalam lembaga syari’ah. Sahata memperkenalkan dua pendapat yang berbeda menyangkut pembayaran zakat dalam kontrak Mudharaba. Satu adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat adalah sejenis biaya dan lainnya menganggap zakat adalah bagian dari laba.
Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Islam“ mengemukakan beberapa contoh pendapat tentang dalil yang dikemukakan oleh para ahli agama Islam yaitu  sebagai berikut :
“1.  Pendapat 1 = Zakat sebagai Biaya
a. Imam Malik berkata: Setelah mengurangi biaya dan zakat jika saham berjumlah sampai nisab, mereka membagi laba menurut perjanjian mereka.

b. Ibnu Wahaw berkata: Setelah zakat dan pengeluaran dua dari kita membaginya.

c. Nawawi berkata: Setelah mengurangi biaya dan hak zakat laba harus dibagi.
d. Ibnu Hartu berkata: Zakat harus dianggap sebagai biaya.

2. Pendapat 2 = Zakat sebagai Bagian Laba

a. Dasuki berkata: Jika pekerja setuju, pemilik modal dapat mengambil zakat. Jika tidak, pekerja harus membayar zakat setelah satu tahun.

b. Ibnu Qudama berkata: Misalkan 1000 dirham sebagai modal dan mereka sepakat laba dibagi 50:50, jika modal menjadi 3000 dirham setelah satu tahu, sebagai pemodal dikenakan zakat atas 2000 dirham karena laba terjadi setelah satu tahun dari modal awal. Bagi pekerja sahamnya adalah 1000 dirham yang dikenakan zakat setelah satu tahun. Selanjutnya dikatakan: sebab tidak perlu membayar zakat sebelum pembagian laba.

c. Abu Hitab berkata: Pekerja tidak berurusan dengan zakat sebelum kepadanya dibayar bagiannya dari laba sebab dia tidak punya apa-apa. Setelah satu tahun baru ia membayar zakat.

3. Sedangkan Imam Syafi’i memberikan dua pendapat:

a. Pendapat Pertama, Imam Syafi’i berkata: Pemilik harta membayar zakat untuk seluruh kekayaan dan laba.

b. Pendapat Kedua, Imam Syafi’i  berkata: Seseorang membayar 1000 dirham dan menerima barang. Setelah satu tahun menjadi 2000 dirham. Bagi pemilik modal, 1500 dirham dikenakan zakat dan bagi pekerja 500 dirham terkena zakat. Jika ia seorang muslim”.
(2004;290)

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa menurut pendapat pertama laba telah dipisahkan antara pemodal dan pekerja secara otomatis, keduanya (pemilik modal dan pekerja dikenakan zakat pada akhir tahun). Di pihak lain menurut pendapat kedua laba sebelum dibagi bukan milik pemodal. Laba yang dibagi oleh pemilik modal diakui sebagai kekayaan pada saat pembagian. Karenanya, akan menjadi dasar perhitungan zakat setelah satu tahun dari waktu pembagian.

2.1.5 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi (accountancy) berasal dari kata to account, yang berarti menghitung. Sedangkan secara teknis akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, serta pelaporan hasil-hasilnya.

Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi dan Manajemen Keuangan” memberikan pendapat mengenai Akuntansi adalah sebagai berikut:


“Proses mengeidentifikasikan, mengukur dan dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif  dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.


(2001 ; 18)

Menurut Mursyidi dalam bukunya yang berjudul ”Akuntansi Zakat Kotemporer” memberikan pendapat mengenai Akuntansi Zakat adalah sebagai berikut:
“Suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai yang dikuasai oleh seorang muzakki yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya”.

(2003;107)

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Islam“ mengatakan bahwa Akuntansi Zakat  adalah  sebagai berikut:

“Akuntansi zakat menyangkut nilai Islam sejak awalnya, sebab zakat adalah suatu lembaga yang dimulai pada saat yang sama Islam dahulu. Konsep penting dalam akuntansi termasuk didalamnya dan cocok untuk memikirkan akuntansi Islam karena zakatnya hanya diterapkan bagi muslim”. 

(2004;283)

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akuntansi zakat sangat diperlukan khususnya dalam menghitung besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh muzakki.
2.1.6 Konsep Standar Akuntansi Zakat

Berdasarkan sifat-sifat zakat diatas. Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Islam“ mengatakan bahwa Standar Akuntansi Zakat yang penting adalah sebagai berikut:

“1. Penilaian current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan ahli fikih medukung bahwa harta pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
2. Aturan satu tahun (haul). Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Aktiva ini harus diperlakukan lebih dari satu tahun.

3. Aturan mengenai idependensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar diatas. Zakat yang terhitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang  dipindahkan kedepan tidak termasuk.

4. Standar Realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Di sini piutang (transaksi kecil) harus dimasukan dalam perhitungan zakat.

5. Yang dikarenakan Zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadits dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.

6. Net total (gross) memerlukan net income. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikenakan zakat.

7. Kekayaan Aktiva. Apakah di negara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat”.
(2003 ; 285)

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa  dalam Standar Akuntansi Zakat tersebut diperlukan suatu proses yang mengacu kepada aturan akuntansi syari’ah dan akuntansi zakat dan disesuaikan dengan pedoman agama Islam yang harus dipenuhi secara teratur agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan.
2.1.7 Kaidah Pengauditan dan Penyaluran Zakat

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penentuan penaksiran dan pembuatan laporan zakat. Prinsip-prinsip tersebut digali dari sumber-sumber hukum Islam dan dari ilmu akuntansi sehingga antara kedua sumber di atas tidak ada kontradiksi.

Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Syaikh dalam artikelnya tentang “Pengauditan dan Penyaluran Zakat“ sebagai berikut:

“1.  Prinsip Haul
2. Pinsip Independensi tahun anggaran
3. Prinsip berkembang, baik real ataupun estimasi
4. Prinsip kemampuan biaya

5. Prinsip zakat dipungut dari penghasilan bersih (netto) dan jumlah kotor (bruto) sesuai dengan bentuk dan jenis harta kekayaan yang ada
6. Prinsip penggabungan harta kekayaan

7. Prinsip penaksiran harga dilakukan berdasarkan harga pasaran”.
 (2001;1)
Berdasarkan uraian diatas, mengenai prinsip-prinsip pengauditan dan penyaluran dana zakat adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Haul

Fikih Islam menganggap satu tahun komariah (hijriah) adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan harta. Oleh karena itu para mukallaf wajib mengkalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran, bila telah cukup satu tahun komariah. Dalam kitab Syarhus Shagir dapat dibaca sebagai berikut: “Taksirlah harta kekayaan per jenis setiap tahun atas dasar harga dikala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik”.

2. Pinsip Independensi tahun anggaran

Sesuai dengan prinsip haul diatas, pengauditan zakat harus berdasar pada prinsip independensi tahun anggaran. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Rusyd sebagai berikut: “Harta yang dibelanjakan sebelum cukup haul (sebentar atau lama), kemudian mengalami kerusakan, maka harta itu tidak kena kewajiban zakat, yang kena kewajiban zakat adalah harta yang masih tertinggal jika masih memenuhi nisab dan telah cukup haul. Adapun harta yang kena kewajiban zakat yang dibelanjakan setelah haul (sebentar atau lama), masih kena kewajiban zakat berikut dengan harta kekayaan yang masih tertinggal”.  
3. Prinsip berkembang, baik real ataupun estimasi

Pengauditan zakat berdasar pada prinsip harta yang dapat berkembang baik secara real atau estimasi, baik barang tersebut itu dicairkan dipertengahan haul atau tidak, baik perkembangan tersebut berlaku kontinu atau terputus-putus. 

4. Prinsip kemampuan biaya

Pengauditan zakat harus memperhatikan kemampuan biaya dari seorang wajib zakat, prinsip ini lebih dikenal dalam Fikih Islam dengan istilah nisab zakat. Dalam Al-Qur’an prinsip ini banyak disebut, antara lain firman Allah yang artinya: “Kamu akan ditanya tentang harta yang akan dibelanjakan, katakanlah harta yang melebihi kebutuhan”. (QS. Al-Baqarah;219). Hasan Basyri menafsirkan ayat diatas dengan “Jangan bayarkan hartamu, kemudian kamu duduk meminta-minta”.

5. Prinsip zakat dipungut dari penghasilan bersih (netto) dan jumlah kotor (bruto) sesuai dengan bentuk dan jenis harta kekayaan yang ada.

Sebagai implementasi dari prinsip kemampuan biaya, zakat harus berdasarkan  pada prinsip pemotongan utang-utang yang telah jatuh tempo dan biaya-biaya lainnya dari total penghasilan atau kekayaan, sebagai upaya untuk meringankan beban umat Islam

Dalil hukum dari prinsip ini cukup banyak, diantaranya adalah nukilan Abu Ubaid dari ulama lain “Bila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta-harta kekayaanmu, baik uang ataupun barang yang dapat dijual. Seterusnya taksirlah dengan harganya dengan uang. Bila kamu mempunyai piutang dari orang yang dapat diharapkan pembayarannya, hitunglah bersama dengan kekayaan itu”. Data ini menunjukan bahwa utang-utang dipotong dari barang-barang zakat sebelum diadakan kalkulasi. Harta ini persis dengan nukilan dari seorang ulama klasik yang mengatakan,   “bayarlah utang-utang dan pajak-pajakmu, jika sisanya masih mencukupi 5 wastaq, bayarlah zakatnya”. (Yahya bin Adam Al-Quasyi, Kitab Al-Karaj, hal 59) 

6. Prinsip penggabungan harta kekayaan

Ketika mengadakan pengumpulan dan pemungutan harta-harta yang wajib zakat, harus diperhatikan semua harta kekayaan  yang oleh wajib zakat, baik yang terdapat di dalam negeri atau di luar negeri. Dalam hal ini semua harta kekayaan harus digabungkan menjadi satu, kemudian dipotong dengan utang-utang dan biaya-biaya lain, seterusnya dibayar zakat dari barang-barang yang tersisa bila masih mencukupi nisab.

7. Prinsip penaksiran harga dilakukan berdasarkan harga pasaran

Akuntansi Syari’ah dalam menaksir barang-barang zakat di akhir tahun selalu berdasar pada prinsip penaksiran nilai barang dengan harga pasaran. Dalam sebuah nukilan dari Jabir bin Zaid, beliau mengatakan ,  “Taksirlah barang itu sesuai dengan harganya di saat zakat sudah wajib (akhir tahun) kemudian bayarlah zakatnya ”. Data ini mengandung arti bahwa penaksiran harga suatu barang untuk tujuan pembayaran zakat harus dilakukan berdasarkan harga di akhir haul.
2.1.8 Pihak-pihak Penerima Zakat

Kepemilikan dan otoritas di dunia ini didelegasikan atau diamanahkan kepada manusia sebagai khalifatulah, karenanya kemudian ditemukan pernyataan fiqh bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah SWT dan manusia merupakan agen pengelolanya di muka bumi. Dari kepemilikan atas harta tersebut, manusia diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian  harta yang dimilikinya dalam bentuk zakat, untuk orang lain yang menerimanya.  Orang yang berhak menerima zakat telah tertuang dalam Al-Qur’an sebagai berikut:
“Sesungguhnya hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ’amilin zakat (pengurus zakat), muallaf, budak, gharimin, jihad fisabilillah dan ibnu sabil”

(QS At-Taubah;60)

Ayat tersebut membatasi dan mengkhususkan pos-pos penyaluran zakat hanya 8 (delapan) golongan saja. Asnaf  tidak boleh diberikan kepada selain 8 (delapan) golongan tersebut. Berdasarkan ayat diatas, maka pihak-pihak yang menerima zakat (mustahik) yaitu:
1. Orang Fakir

Yang dimaksud fakir adalah orang-orang yang tidak  memperoleh uang yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Orang Miskin

Yang dimaksud orang miskin disini adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki rumah dan mereka tidak meminta kepada manusia.

3. Amilin
Amilin disebut juga as-su’ah atau al-mushaddiqun, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Mereka berhak memperoleh zakat, sebagai kopensasi tugas mereka, walaupun mereka itu kaya. 
4. Muallaf

Golongan muallaf antara lain orang-orang yang baru masuk Islam yang terdiri dari para panglima, pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh yang belum kuat imannya atau masih ada keraguan didalam hatinya. Diharapkan dengan zakat dapat menguatkan hati dan keyakinan mereka sehingga bisa membela, dan bisa berkorban untuk kepentingan Islam.
5. Hamba Sahaya
Hamba sahaya yaitu budak belian. Dana zakat diberikan kepada mereka untuk membebaskannya, atau dengan membeli mereka untuk membebaskannya. Salah satu peranan zakat pada jaman Rasulullah SAW yakni untuk menghapuskan sistem perbudakkan. Pada jaman sekarang, golongan hamba sahaya atau budak belian, sudah tidak ada lagi.
6. Gharimin

Gharimin yaitu orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki taraf hidup, untuk membayar diyat (denda) atau menanggung hutang karena keperluan-keperluan khusus mereka. Mereka diberi bagian zakat baik miskin maupun kaya. Dan diberi zakat sebesar beban hutang yang dipikulnya tanpa tambahan. Namun, jika mereka kaya dan mampu menutupi hutang-hutangnya, maka tidak diberi zakat, karena haram bagi mereka.

7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah jihad atau berperang di jalan Allah SWT. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk jihad seperti pembentukan pasukan, senjata dan lain-lain boleh dipenuhi dari dana zakat tanpa dibatasi jumlahnya, sesuai dengan pendapat dan pertimbangan khalifah terhadap mustahik zakat lainnya.  
8. Ibnu Sabil

Yaitu orang-orang yang kehabisan bekal (uang) diperjalanan menuju ke tempat asalnya. Dia diberi zakat dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan hingga tiba di kampung halamannya, meskipun di kampung halamannya ia termasuk orang-orang yang kaya. 
Khalifah berwenang mempertimbangkan penyaluran zakat kepada delapan golongan ini berdasarkan prioritas. Rasulullah SAW dan para khalifah telah melakukan ini. Zakat yang terkumpul boleh dibagikan kepada semua golongan tersebut, atau boleh juga halnya dibatasi kepada sebagian golongan tertentu saja sesuai pertimbangan dalam mewujudkan kemaslahatan pada saat itu.  

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan memenuhi kebutuhan para pengguna, laporan keuangan harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan melalui:

1. Penerapan persyaratan dalam PSAK termasuk pernyataan pengungkapan 

2. Pemberian pedoman struktur laporan keuangan termasuk persyaratan minimum dari setiap komponen utama laporan, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan.

3. Penerapan persyaratan praktis untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan materialitas, kelangsungan usaha, pemilihan kebijakan akuntansi dalam hal tidak ada pengaturan oleh PSAK, konsistensi dan penyajian informasi komperatif.
Selain itu, kualitas laporan keuangan juga harus berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 juga menyusun suatu pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, dengan adanya standar pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.
Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan lembaga keuangan syari’ah yang bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan mempunyai kualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan.

Suatu laporan keuangan yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan, secara umum laporan keuangan mengambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Oleh karena itu memahami latar belakang penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara standar akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan akuntansi syari’ah pada lembaga syari’ah.

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan usaha pada periode tertentu, biasanya disajikan satu tahun sekali pada akhir tahun. Laporan keuangan hasil akhir dari proses akuntansi dimana saldo-saldo yang terdapat didalam laporan keuangan merupakan saldo akhir dari setiap akun yang bersangkutan.

Di Indonesia laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Laporan keuangan diartikan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”
(2004;2)

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Islam“ memberikan pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability dan juga dapat mengambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya”.

(2004;21)


Menurut Zaki Baridwan  dalam bukunya yang berjudul “Intermediate Accounting“ memberikan pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

(2003;17)


Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu proses pelaporan keuangan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode.

2.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Kualitas informasi yang disajikan laporan keuangan menurut Rumusan Konsep Akuntansi Keuangan/Statements Of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2 seperti yang dikutip Kieso, Weygant dan Warfield yang di alih bahasa oleh Emil Salim tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan bahwa:

“Kualitas primer yang membedakan informasi yang lebih baik (lebih berguna) dari informasi yang inferior (kurang berguna) adalah relevansi dan reliabilitas, serta sejumlah karakteristik lainnya terdapat dalam kedua kualitas tersebut”.

(2002;45)
Di dalam Standar Akuntansi Keuangan karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut: 
“1.  Dapat dipahami

1. Relevan

2. Keandalan

3. Dapat diperbandingkan”.
(2004;7)

Berdasarkan penjelasan diatas, empat karakteristik laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian informasi komplek yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 
2. Relevan

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini atau  masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 
Peran informasi dan peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.
Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran deviden dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.
Relevansi suatu informasi dipengaruhi oleh materialitas. Informasi dipandang materialitas kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mancantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement).   

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.   

Untuk dapat dikatakan andal, laporan keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus dapat menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Misalnya neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. 

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Suatu transaksi atau peristiwa harus dicatatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan relitas ekonominya, bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini dikarenakan bisa saja substansi suatu transaksi atau peristiwa tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.  Misalnya suatu perusahaan menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa, sehingga dokumentasi dimasukan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut, namun demikian mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan dan diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya terdapat transaksi).    
c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan estimasi  dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi (overstated) dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah (understated). Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan dilakukannya suatu hal yang akan mengakibatkan pencatatan aktiva atau penghasilan menjadi lebih rendah dan pencatatan kewajiban atau beban menjadi lebih tinggi. Misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang terlalu tinggi, sehingga pelaporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal 

e. Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi   
4. Dapat Diperbandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kaulitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari suatu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.   
Selain empat kualitatif pokok laporan keuangan diatas faktor-faktor, perlu diperhatikan hal-hal yang menyebabkan suatu informasi menjadi tidak relevan dan andal, yaitu:

1. Tepat Waktu

Terjadinya penundaan yang tidak semestinya dalam penyajian laporan keuangan dapat menyebabkan hilangnya relevansi dari informasi tersebut, sehingga menjadi kurang bermanfaat sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya untuk mencapai penyajian tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan perlu mempertimbangkan kebutuhan pengambil keputusan. 
2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya (biaya yang dikeluarkan). Namun demikian pertimbangan terhadap keseimbangan antara biaya dan manfaat kadang menjadi kendala, dan hal tersebut harus disadari, khususnya para penyusun dan pengguna laporan keuangan. 
3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau trade-off  di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.   

4. Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar atau menyajikan dengan wajar.
2.2.3 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Di dalam “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, disebutkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus berdasarkan dasar akrual, hal ini diperlukan agar kualitas laporan keuangan dapat bermanfaat bagi semua pemakai:

“Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada para pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.
(2004;6)

Menurut Zaki Baridwan  dalam bukunya yang berjudul “Intermediate Accounting“ menyebutkan bahwa Asumsi dasar laporan keuangan itu terdiri dari empat asumsi adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi. Asumsi-asumsi tersebut adalah kesatuan usaha khusus (separate entity/economic entry), kontinuitas usaha (going concern/continuity), pengguna unit moneter dalam pencatatan (monetary unit/unit of measure) dan periode waktu (time periode/periodicity)”.

(2003;8)

Asumsi-asumsi dasar di atas agar lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kesatuan usaha khusus (separate entity/economic entry) 
Berdasarkan asumsi ini, harta perusahaan harus terpisah dari harta pemiliknya jika seseorang atau sekelompok orang memiliki lebih dari satu perusahaan, maka masing-masing perusahaan harus memiliki pembukuan sendiri, hal ini dilakukan agar dapat dibedakan secara jelas antara harta milik perusahaan dengan harta milik pribadi.   
2. Kontinuitas usaha (going concern/continuity)

Asumsi ini menyatakan bahwa perusahaan akan dianggap beroperasi terus menerus dalam jangka waktu yang tak terhitung dengan pengelola yang dapat menguntungkan perusahaan. Berdasarkan asumsi ini perusahaan dianggap tidak akan menjual aktiva mereka sebelum aktiva tersebut benar-benar tidak dapat digunakan atau hilang. Asumsi ini juga dianggap dapat menilai kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan mereka antar periode. 

3. Pengguna unit moneter dalam pencatatan (monetary unit/unit of measure)

Menurut asumsi ini semua kejadian atau transaksi maupun harta kekayaan diukur dengan satuan uang yang sama dan konsisten. Berdasarkan asumsi ini juga, perusahaan-perusahaan  di Indonesia harus menggunakan satuan rupiah dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini diperlukan mengingat hasil akhir dari rangkaian  proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat membantu pihak pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang berguna pada masa yang akan datang.   
4. Periode waktu (time period/periodicity)

Maksud dari asumsi ini adalah bahwa total masa kehidupan perusahaan harus dibagi kedalam beberapa periode tertentu yang jumlah waktunya sama misalnya per tahun, per semester, per triwulan, per bulan, dan sebagainya. Dengan asumsi ini memungkinkan laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode. Laporan keuangan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Lembaga keuangan syari’ah untuk menjaga konsistensinya baik yang bersifat internal maupun eksternal suatu lembaga syari’ah serta untuk menjamin kesesuaian dengan syariat Islam, maka kita perlu mendefinisikan tujuan standarisasi akuntansi keuangan pada lembaga syari’ah. Hal ini juga sebagai upaya untuk memberikan panduan umum di dalam menentukan sejumlah pilihan berdasarkan alternatif-alternatif yang ada. Adapun tujuan sistem akuntansi keuangan ini adalah pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, seperti para depositor, dan pemilik lembaga keuangan non-bank. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan asset lembaga syari’ah, termasuk menjamin hak bank yang bersangkutan dan hak stakeholder lainnya. Yang ketiga, menjamin perbaikan manajemen dan kapabilitas produktif  bank syari’ah agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetepkan. Dan yang keempat, adalah untuk menyediakan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya untuk membuat keputusan yang legitimate didalam melakukan negosiasi dan transaksi.
Agar sebuah laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, menurut Irfan Syauqi Beik, dalam artikelnya yang berjudul “Pentingnya Informasi Laporan Keuangan bagi Penerima Laporan Keuanagn” maka kualitas informasi yang diberikan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:
“1.   Asas manfaat, terutama bagi pihak pemakainya.
2. Relevansi antara laporan keuangan tersebut dengan tujuan pelaporannya.

3. Tingkat kepercayaan.

4. Komparabilitas, artinya dapat diperbandingkan berdasrkan periode waktu tertentu.

5. Konsistensi, artinya metode yang digunakan konsisten dan tidak berubah.

6. Mudah dipahami, serta tidak multi interpretasi”.
(2006;2)

Selain ke enam hal tersebut, menurut Irfan Syauqi Beik, dalam arikelnya yang berjudul “Pentingnya Informasi Laporan Keuangan bagi Penerima Laporan Keuangan” dimana informasi yang diberikan juga harus mencakup beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

“1.
Informasi yang tersedia harus mampu menggambarkan pencapaian tujuan yang ada dan konsistensinya dengan syariat. Jika lembaga syari’ah melakukan deal pada transaksi yang diharamkan, misalnya terkait dengan sistem riba, maka harus dijelaskan secara detail mengenai pemisahaan pencatatan transaksi tersebut.
2. Informasi tersebut harus mampu membantu pihak luar untuk mengevaluasi rasio kecukupan modal, resiko investasi, likuiditas, dan berbagai aspek finansial lainnya. Hal ini sangat penting dilakukan, sehingga kredibilitas lembaga syari’ah dapat dipertanggungjawabkan”.
(2006;2)

Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat” mengenai  laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
“1. Menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah  sesuai dengan ketentuan syari’ah Islam.
2. Untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut”.
(2001;27)

Merujuk pada tujuan diatas, dapat di pahami bahwa bagi OPZ kesesuaian dengan syari’ah Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dengan demikian adanya posisi dewan syari’ah disebuah OPZ juga memegang peranan yang cukup penting. Dimana idealnya, harus dilakukan audit syari’ah, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik internal audit (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas OPZ terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syari’ah Islam.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sistem auditing dan akuntansi yang bersifat standar bagi kalangan lembaga syari’ah. Diantaranya upaya yang dilakukan oleh AAOIFI (the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang berbasis di Bahran. Sejak berdiri pada tahun 1991, lembaga ini telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan. Namun tentu saja, masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh para pakar dan praktisi lembaga syari’ah.

Diantara tantangan yang terberat kedepannya adalah bagaimana menciptakan standar metodelogi akuntansi terhadap beragam tipe pola atau skema pembiayaan syari’ah yang dapat diterima secara internasional. Kemudian juga adalah tantangan regulasi yang secara umum belum menunjukkan keberpihakan yang lebih terhadap sektor lembaga syari’ah. Namun penulis yakin bila semua pihak tetap konsisten di dalam menegakkan konsep lembaga syari’ah secara utuh, maka lambat laun lembaga syari’ah kedepannya memiliki harapan untuk dapat menggantikan sistem konvensional.  
2.2.5 Akun-Akun Dalam Laporan Keuangan Syari’ah

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang disingkat AAOIFI (1998) telah mengeluarkan Accounting and Auditing Standar for Islamic Institutions (AAS-IFI). Dalam pembahasan bagian ini, akan digunakan akun-akun laporan keuangan syari’ah yang sesuai dengan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya. 
Sedangkan akun-akun tersebut meliputi aktiva yang digunakan sebagai modal kerja, dimana aktiva tetap bukan merupakan subjek zakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh AAO-IFI dalam penjelasan atas Statement of Financial Accounting No.9 tentang zakat yang menyatakan:

“However, assets held as part of fixed or non-circulating capital (notably fixed assets) are not subject of zakah”.  
(1998;295)

Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa, harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

“1.  Emas, perak dan utang
2. Perdagangan dan perusahaan

3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan

5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz (barang temuan atau semua jenis harta yang diperoleh bersifat keberuntungan)”.
(1999;11.2)
Dari ketentuan terlihat bahwa kewajiban zakat dikenakan berdasarkan kenyataan dan potensi produktifitas barang yang akan dikenakan zakat. Sebaliknya harta yang akan dianggap sebagai suatu keperluan atau yang tidak produktif terbebas dari ketentuan zakat. Aktiva tetap yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya pada sebuah perusahaan tidak menjadi bagian dari aktiva yang dikenakan zakat.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh AAO-IFI dalam penjelasan atas Statement of Financial Accounting, adapun kriteria harta (aktiva) yang memenuhi kewajiban zakat adalah sebagai berikut:
“1. Kepemilikan atas aktiva tersebut tidak sedang dicadangkan (unencumbered possession)
2. Mengalami pertumbuhan rill atau dengan estimasi

Pertumbuhan dalam bentuk riil timbul akibat adanya reproduksi atau dimaksudkan untuk diperdagangkan. 

3. Mencapai nisab
Nisab adalah batasan minimum tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini dimaksudkan untuk membebaskan kepemilikan harta dari ketentuan minimum dikenakannya zakat. 

4. Telah melewati haul (tahun)

Kewajban zakat atas aktiva harus sudah melewati satu tahun kalender bulan (hijriyah) yang dimulai pada saat nisab ditentukan”.
(1998;295)
Selain itu sebagaimana yang dinyatakan oleh AAO-IFI dalam penjelasan atas Statement of Financial Accounting, adapun yang termasuk dalam aktiva yang dikenal kewajiban zakat (selain aktiva tetap) adalah sebagai berikut:

“1.  Kas dan setara kas

Kas terdiri dari saldo dana dan rekening giro, sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid.

2. Piutang

Piutang adalah klaim terhadap pihak-pihak lain atas pernyataan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha. Piutang di sini adalah piutang netto setelah dikurangi provisi untuk piutang ragu-ragu.
3. Aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan (persediaan, surat-surat berharga, real estate dan lain-lain)
Aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan harus diukur pada nilai ekuivalen tunainya pada saat zakat sampai haul dan nisabnya.  

4. Aktiva pembiayaan (Mudharabah, Musyarakah, Salam dan Istisna)

Aktiva pembiayaan haruslah netto, merupakan aktiva bersih (netto) dari semua provisi untuk semua nilai atau non-collectibility-nya”.
(1998;295)
2.2.6 Format Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Berikut disajikan format laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat antara lain sebagai berikut:

a. Neraca

	NERACA

	Per Tanggal 31 Desember 2000 dan 1999

	
	
	
	
	
	

	Aktiva
	31 Des 2000
	31 Des 1999
	Kewajiban dan seldo dana
	31 Des 2000
	31 Des 1999

	Aktiva Lancar
	 
	 
	Kewajiban dan Saldo Dana
	 
	 

	Kas
	XXX
	XXX
	 
	 
	 

	Bank
	XXX
	XXX
	Kewajiban Jangka Pendek
	XXX
	XXX

	Piutang
	 
	 
	 
	 
	 

	   Ekonomi
	XXX
	XXX
	Kewajiban Jangka Panjang
	XXX
	XXX

	   Pendidikan
	XXX
	XXX
	 
	 
	 

	Sewa Dibayar Dimuka
	XXX
	XXX
	 
	 
	 

	   Total Aktiva Lancar
	XXX
	XXX
	
	 
	 

	
	
	
	Saldo Dana 
	
	

	
	 
	 
	   Dana Zakat
	XXX
	XXX

	Investasi
	XXX
	XXX
	   Dana Infaq/Shadaqah
	XXX
	XXX

	 
	 
	 
	   Dana Pengelola
	XXX
	XXX

	Aktiva Tetap
	 
	 
	   Dana yang dilarang
	 
	 

	Peralatan Kantor
	XXX
	XXX
	   Syari’ah
	XXX
	XXX

	Akumulasi Penyusutan
	(XXX)
	(XXX)
	   Dana Termanfaatkan
	XXX
	XXX

	   Nilai Buku Ak.Tetap
	XXX
	XXX
	       Jumlah Saldo Dana
	XXX
	XXX

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Aktiva
	XXX
	XXX
	Total Kewajiban dan Saldo Dana
	XXX
	XXX

	(Sumber : Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001;48 )


	
	


b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

	BAZ/LAZ  “ABC”

	LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

	Tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dan 1999

	
	
	

	 
	 
	 

	 
	31 Des 2000
	31 Des 1999

	 
	(Rp)
	(Rp)

	1.   SUMBER DANA
	
	 

	a.  Zakat
	XXX
	XXX

	b.  Infaq/Shadaqah
	XXX
	XXX

	c.  Dana yang Dilarang Syari’ah
	XXX
	XXX

	                     Total Sumber Dana
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	2. 
PENGGUNAAN DANA
	
	 

	a. 
Zakat
	XXX
	XXX

	b.   Infaq/Shadaqah
	XXX
	XXX

	c.   Dana Pengelola
	XXX
	XXX

	d.   Dana yang Dilarang Syari’ah
	XXX
	XXX

	Total Penggunaan Dana
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	3.   SURPLUS (DEFISIT)
	XXX
	XXX

	4.   SALDO AWAL DANA
	XXX
	XXX

	5.   SALDO AKHIR DANA
	XXX
	XXX

	 
	 
	 

	(Sumber : Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001;49 )
	


c. Laporan Arus Kas

	BAZ/LAZ  “ABC”

	LAPORAN ARUS KAS

	Tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dan 1999

	
	
	

	 
	31 Des 2000
	31 Des 1999

	 
	(Rp)
	(Rp)

	 
	
	 

	ARUS KAS DARI AKTIVA OPERASI
	
	 

	Penerimaan Zakat Umum
	XXX
	XXX

	Penerimaan Infaq/Shadaqah
	XXX
	XXX

	Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvesional
	XXX
	XXX

	Penyaluran Kepada Fakir Miskin
	XXX
	XXX

	Penyaluran Kepada Gharimin
	XXX
	XXX

	Penyaluran untuk B. Operasional Lembaga
	XXX
	XXX

	Penyaluran untuk Ekonomi Produktif
	XXX
	XXX

	Penyaluran Bantuan Sosial
	XXX
	XXX

	Penyaluran Piutang Pendidikan
	XXX
	XXX

	         Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
	
	 

	Penjualan Aktiva Tetap
	XXX
	XXX

	Penerimaan Bagi Hasil dari Investasi
	XXX
	XXX

	Penarikan Investasi
	XXX
	XXX

	Pembelian Aktiva Tetap
	XXX
	XXX

	Investasi
	XXX
	XXX

	          Arus Kas dari Aktivitas Investasi
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
	
	 

	Pinjaman Jangka Panjang
	XXX
	XXX

	Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang
	XXX
	XXX

	         Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIHDARI KAS DAN SETARA KAS  
	XXX
	XXX

	KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE
	XXX
	XXX

	KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS
	
	 

	Zakat yang Diterima dalam Bentuk Barang
	XXX
	XXX

	Infaq/Shadaqah yang Diteriman dalam Bentuk Barang 
	XXX
	XXX

	Hibah yang Diterima dalam Bentuk Barang
	XXX
	XXX

	Jumlah Aktiva Non-Kas
	XXX
	XXX

	 
	 
	 

	(Sumber : Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001;50 )
	
	


d. Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan
	BAZ/LAZ  “ABC”

	LAPORAN SUMBER DANA TERMANFAATKAN

	Tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dan 1999

	
	
	

	 
	31 Des 2000
	31 Des 1999

	 
	(Rp)
	(Rp)

	SALDO AWAL
	
	 

	 
	
	 

	PENAMBAHAN:
	
	 

	Pemberian Piutang kepada fakir & Miskin
	XXX
	XXX

	Pemberian piutang kepada Gharimin
	XXX
	XXX

	Pemberian Piutang pendidikan
	XXX
	XXX

	Pemberian piutang Ekonomi
	XXX
	XXX

	Penyaluran Investasi
	XXX
	XXX

	Sewa Dibayar Dimuka
	XXX
	XXX

	Pembelian peralatan Kantor
	XXX
	XXX

	          Jumlah Penambahan
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	PENGURANGAN:
	
	 

	Penerimaan Piutang dari Fakir & Miskin
	XXX
	XXX

	Penerimaan Piutang dari Gharimin
	XXX
	XXX

	Penerimaan Piutang Pendidikan
	XXX
	XXX

	Penerimaan Piutang Ekonomi
	XXX
	XXX

	Beban Penyusutan Peralatan Kantor
	XXX
	XXX

	Beban Administrasi sewa Dibayar Dimuka
	XXX
	XXX

	          Jumlah Pengurangan
	XXX
	XXX

	 
	
	 

	SALDO AKHIR
	XXX
	XXX

	 
	 
	 

	(Sumber : Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001;50 )
	


2.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Syari’ah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan bukti nyata betapa pentingnya peranan akuntansi bagi masyarakat, perusahaan, lembaga atau perseorangan. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui beban atau utang zakat tanpa bantuan dari fungsi akuntansi. Terutama dalam Islam dituntut lagi bidang-bidang khusus akuntansi untuk dapat menyelesaikan kewajiban zakat kita sebagai muslim. Zakat dibebankan atas harta, perniagaan, penghasilan panen, barang tambang dan lain sebagainya. Pengelolaan kekayaan melalui lembaga terkenal seperti Baitul Maal juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang jujur, adil, dan baik yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Agar pencatatan dan pelaporan keuangan bisa dilakukan dengan baik dan memudahkan pengauditan. Maka diperlukan pedoman standar akuntansi bagi organisasi pengelola zakat, agar tercapainya akuntabilitas organisasi pengelola zakat.
Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Namun banyak pembaca dan auditor tidak tahu kemana harus mengacu pada saat mereka membaca dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut.
Adanya penerapan standar akuntansi zakat akan memudahkan para pengguna laporan keuangan baik pembuat, pembaca maupun auditor untuk menggunakan laporan keuangan tersebut. Tidak hanya itu, adanya penerapan standar akuntansi zakat akan melahirkan tingginya tingkat komparasi antar organisasi pengelola zakat. Selama ini banyak kalangan yang kesulitan untuk mengatakan bahwa sebuah organisasi pengelola zakat lebih baik dibandingkan organisasi lainnya, penyebabnya adalah bentuk laporan mereka yang berbeda. 
Menurut Hamy Wahjuniarto dalam artikelnya  “Penyusunan PSAK Zakat Telah dimulai”  megungkapkan pentingnya Standar Akuntansi Zakat dilihat  akuntansi syari’ah sebagai berikut: 

“Penyusunan PSAK Zakat merupakan konsekwensi dari sebuah tuntutan keamanahan. Dalam mengelola dana ZIS harus amanah, maka harus aman secara syar’i dan aman secara manajemen”

(2007;22)
Menurut Sri Yanto dalam artikelnya “Penyusunan PSAK Zakat Tahun 2007” mengungkapkan pentingnya Standar Akuntansi Zakat adalah sebagai berikut:

“PSAK Zakat penting dilakukan karena terkait dengan tingkat kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat. Dimana laporan keuangan seluruh lembaga zakat belum terstandardisasi, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pola laporan keuangan antara lembaga zakat satu dengan lembaga zakat lainnya”.

(2007;22)

Selain itu, seperti yang sudah diungkapkan oleh Hamy Wahjuniarto dalam sebuah artikelnya “Penyusunan PSAK Zakat Telah dimulai”  pentingnya Standar Akuntansi Zakat dilihat berdasarkan laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

“PSAK Zakat sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat yang mereka bayar. Selain itu PSAK Zakat sangat penting dilakukan agar penyusunan dan audit laporan keuangan lembaga dapat terstandardisasi”. 

(2007;22)

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas akan pentingnya standar akuntansi zakat bagi lembaga syari’ah, dimana dengan adanya standar tersebut, diharapkan dapat membantu dalam pelaporan keuangan lembaga. Khususnya dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) haruslah amanah, aman secara syar’i dan secara manajemen. Selain itu, dengan adanya standar akuntansi zakat, maka tingkat komparasi akan lebih mudah ditentukan, sehingga bisa dipastikan mana organisasi pengelola zakat yang lebih bagus kinerjanya baik dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana.

Sehingga melalui laporan keuangan yang berkualitaslah dapat diketahui kinerja lembaga syari’ah, dengan begitu donatur (muzakki) yang menitipkan dananya/hartanya tidak perlu ragu terhadap pengelolaan lembaga keuangan.  
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